
• 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR: 1 09  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 63.2 TAHUN 

2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  ten tang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.2 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah 

Istimewa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara 



Menetapkan 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.2 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 16 Seri A) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman 

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 63.2 Tahun 2015 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 31 ) .  

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 63.2 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

Pasall 

Ketentuan Pasal 75 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.2 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31  Tahun 2016 ten tang 
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Perubahan Atas Peraturan Bupati Steman Nomor 63.2 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Steman Tahun 2016 Nomor 31 )  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 75 

(1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk: 

a. belanja tidak langsung berupa belanja pegawai; 

b. belanja langsung berupa pengadaan barang dan jasa atas dasar bukti 

perjanjian surat perintah kerja atau surat perjanjian atau surat 

pesanan, atau kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dan 

pembayaran rekening penerangan jalan umum. 

(2) SKPKD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk: 

a. belanja tidak tangsung berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja 

bantuan, belanja hibah, dan belanja tak terduga non tanggap darurat; 

b. pengeluaran pembiayaan daerah. 

(3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lambat dilakukan 20 (dua 

puluh) hari kerja setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita acara 

serah terima atau setelah dipenuhinya persyaratan pembayaran sesuai 

surat perintah kerja atau surat perjanjian, kecuali pekerjaan konsuttansi 

yang pembayarannya menurut ketentuan perundang-undangan dilakukan 

setelah pekerjaan fisik selesai. 

(4) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa 

sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk bulan Desember paling lambat 

tanggal 23 Desember pada tahun berkenaan, kecuali untuk jasa langganan, 

jasa kebersihan, dan jasa keamanan. 

(5) Apabila batas akhir pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan ayat (4) merupakan hari Sabtu atau hari libur, pengajuan 

permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa paling lambat 

1 (satu) hari kerja berikutnya, kecuali untuk jasa langganan, jasa 

kebersihan, dan jasa keamanan. 

(6) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan jasa langganan, jasa 

kebersihan, dan jasa keamanan sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk 

bulan Desember paling tambat tanggat 31  Desember pada tahun berkenaan. 

3 



(7) Apabila batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan dana LS untuk jasa 

langganan, jasa kebersihan dan jasa keamanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) merupakan hari Sabtu atau hari libur, maka pengajuan 

permohonan kebutuhan dana LS pengadaan jasa paling lambat 1 (satu) hari 

kerja sebelumnya. 

(8) Apabila sampai dengan batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan dana 

LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5), SKPD belum melakukan pengajuan permohonan kebutuhan dana 

maka pembayaran sisa pekerjaan dilakukan pada tahun anggaran 

berikutnya dengan mengalokasikannya pada Perubahan APBD, kecuali 

dengan izin Bupati. 

(9) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan alokasi 

anggaran untuk pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

berikutnya. 

(10) Apabila tidak terdapat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

tahun berikutnya, alokasi pembayaran sisa pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah murni 2 (dua) tahun berikutnya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 13 Pesemnber 2016 

BUPATI SLEMAN, 

t 

SRI PURNOMO 
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V 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 13 Desember 2016 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 109 
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